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- 1.

KABUPATEN MALUKU TENGAH

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan
Waal dan Ina. Marina serta penambahan lintasan pelayanan
angkutan peényeberangan Ina Marina - Hunimuye, maka
perlu dilakukan pefietepan tarif;

behwa Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun
2013 tentang Penyesusian dan Penstapan Tarif Angkutan
Penyeberangan yang beroperas!{ di wilayah Maluku Tengah
belum mengetur tarif pada lintasan baru, sehingga perlu.
dilakukan penyeésusian tari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksyd
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peratuTan
Bupati tentang tarif angkutan penyeberangan yang
beroperasi diwilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan
Peraturan Bupati Maliku Tengah,

Undang-Undang Nomor 60 Tahunl958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat [ Dalarn
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku ' {Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan
Katupaten Maluku Tenggara Bdrat Jo. Undang- Undang
Nomor & Talum 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Matultu Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

mgan Kenangan Amtara Pemerintah Pusat Dan




Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negama Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor. 40 " Tahun 2003  tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat Den Kabupaten Kepulauan Aru D
Provinst Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4350);

Undang-Undang MNo 17 Tahun 2008 tentang Pelavaman
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambehan
Lembaran Negara Nomor 4849},

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lali lintas
Anglkutan Jalan {Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nemor 5025j;

T.Undang-Undang Nomer 12 Tahyn 2011 tentang,

140.

11.

12.

13.

Pembentukan Pergruran Perundang-Undangan (Lembaran
Negars Tahun 2011 Nomor 28, Ta mbahan Lembaran Negara
Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Femerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dergan Undang-Undang Nomor 0% Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor
5514);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Hotamadys Daerah Tingkat 1l
Ambon  (Lembaren Negara Tahun 1979 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tehun 1993 tentang

Prasarana Dan Lal Lintas Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Tahun 1993 Nomer 63, Tambatan Lembiran Negara

Nomor 3529j;

Peraturan Pemerintah Nomor 6@ Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151,
Tambatan Lembaran Negara Nemor 5070j;

Peraturan Femerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Pemerintah Nemor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2G10 tentang Angkutan & Peralran {Lembaran MNegara
Tahun 2011 Nomor 43, Tambatan Lembaran Negara Nomor
5208);

Peraturan Femerintahh Nomer 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan [Lembaran
Negara Tahun 2013 Neomer 193, Tambatan Lembaran

Negﬁ;{ﬂﬁmor 3468,
&
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14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita
Negara Tahun 2017 Nomor 1412);

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003
tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan
Tanf Angkutan Penyeberangan,

16, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahgn Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah [Lembaran Daerah
Kabu paten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluky Tengah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Qrganisasi dan
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016
Nemor 183);

18. Feraturan Bupati Maluku Tengah Narmor 12 Tahun 2017
tentang penjabaran tugas pokok dan  fungsi  dinas
Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahuri 2017 Nomeor 283).

Menetapkan PERATURAN BUFAT! MALUKU TENGCAH TENTANG TARIF

ANGKUTAN PENYEBERANGQAN YANG BEROPERAS! LI
WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAHM

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

dalem peraturan inf yang dimaksud dengan:

a
b.

e
d.

Mmoo

Daerah adalah Kabupaten Maluky Tengaly

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat dasrah sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Malyky Tengah;
Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Maluky Tengah;
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku
Tengah;, '

Felabuhan adalah tempat yang terdin dam daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai lempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa
terminal dan tempat berlabuh kapal vang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjany pelabu han
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu vang berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban
arus lalu lintas kapa) penumpang danj/atan barang, keselamatan dan

kﬂanmi ’@erlia.yar, termpat perpindahan intra dan/atau antar moda serta




i

mendorong  perekonomian  nasional dan  daerah dengan  tetap
memperhatikan tala ruang wilayzah;

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagal
Jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan
jatur kereta api yang dipisahkan oleh peraran, untule mengangkut
penumpang dan kendaraan beserta muatanniya;

Penyelenggaraan Angkutan pem:/eberangan Jarak Jauh adalah pelayanan
angku?:an Penyeberangan pada lintas-lintas jarak jauh yang ditetapkan
pemerintah  untuk melayam lintasan yang sccara komersial belum
menguntungkan; '

Kapal Angkutan Penyeberangan adalah kapal motor penyebergngan {KMP)
yang merupakan kendaraan aiw yang digerakan tenaga mekanik, berfungsi
sebagai jembatan bergerak untuk mengangicut penumpang dan Kendaraan
beserta muatannya yang masuk dan keluar melalu pintu rampa yang
berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bettom) serta
memiliki paling sedil:u't 2 (dua) mesin indul,

Kapal Anglkutan Penyeberangan Jarak Jauh adalah kendaraan air VENg
digerakan tenaga mekanik, berfungsi sebaga!l jembatan bergerak untule
mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya vang masuk
dan kehiar melaluj pintu rampa yang berbeda, yang memiliki kongtruks!
lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki paling sedikit 2 [dua)
mesin induk atau untuk mengangkut barang diates kendaraan
dengan/tanpa mobil/kendaraan penarik yang masuk dan keluar melalui
minimel 1 [satu) pintu rampa.

Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang
diselenggarakan untuk umum pada lintas ' pehyeberangan dengan
memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikas
yang sesual dengan kondisi tekniz dan operasional prasarana, sarana dan
perairan;

Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, aglaﬁ, teiuk,
sungal dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyebsrangan;

Tarif dasar adalah besaran tarff yang dinyatakan dalam nilai rupiah per
Satuan Unit Produksi (SUP) per mil;

Tarif jarak adalah besaran turf yang dinyatakan dalam rupiah per lintas
penyeberangan per jenis muatan per satu kal jalan,

BAB 1
MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF
Pasal 2

Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang,
kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang
beserta barangnya sebagaimana ditetapkan daiam lampiran peraturan ind

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkarn.

Tarif angkutan penyeberangan untuk angkutan penumpang sebagiamana
dimaksud dalam ayvat (1), terdiri dari tarif pelayaran ekonomi dan tarif
pelayaran non ekonomi.

Tarif angkutan kendaraan Dbeserta muatannya sebagaumana dirngksud

pad ﬁ iat {l} ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.




(4)

(1)
(2}

(3]

(1}

(2

(1)
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Golongan kendaraan sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
berdasarkan ruang yang digunakan.

Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (i)
terdirl dari tarif pelayanan ekonom! dan tarf pelayanan non ekonormi.

Tarf pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dart
tard dasar dan jarak.

Struktur tanf pelayaran non €konoms sebagaﬁmfma dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Paeal 4

Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah melakukan evaluasi
terhadap besaran tanf dasar dan atau jarak yang dltetapkaﬂ oleh Bupati
Maluku Tengah secara berkala.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan unfuk
mengetahui perubghan biaya Rp. / SUP/ mil yang digebabkan adanya
perubahan h&rga pada. kemponen bigya. .

BAR Il
PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANCKUTAN PENYEBERANGAN

Pasel 5

Angkutan kendaraan sebagaiman dimaksud dalam pesal 2 ayat (4

diklagifikasikat menjad] 9 (sembilan) golongan yang pembamannya adalah
sebagal berikur :

Golongan | r Sepeda.
Golengan Il : Sepeda motor dibawah 500 o dan percbak doreng.
Golengan 11 . Sepede motor besar (= 500 (lime ratua) ce) dan

kendaraan roda 3 (tiga).

Golongan IV :  Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan,
Minicab, Minubus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon
dengen ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan
sejenisnya.

Golongan V : Kendaraan bermotor berupa ‘mobil bus, mobil barang
{truck)/tangki derlgan ukuran pangng sa it ipal dengan
7 meter dan sejerusnya

Golongan VI 1 Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang
{truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7
(tujuh) meter sampai dengan 10 {sepuluh} meter dan
scjenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan.

Golongan VI »  Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck
tronton)/tangki, kereta penarik terikut
gandengan/ternpelan serta kendaraan pengangkut
alat bcrat dengan ukuran panjang lebih dan 10
(sepuluh) meter sampai dengan 12 (duabelas) meter

ﬁi ﬂlsn};a




Golongan VI Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck
tronten)/tangks, kKendaraan alat berat dan kereta
penarik berilktut gandengan /tempelan dengan ukuran
panjang lebih dar 12 meter sampai dengan 16 (enam
belas) meter dan sejentsnya,

Golongan X Kendaraan bermoctor berupa mobil barang (truck
trontonj/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan
kereta penarik berikut gandengan ftempelan dengan
ukuran panjang lebih dari 16 {enam belas] meter dan
-3€ jenisnva .

Pasal 6

Pengemudi, kendektur/kernet  dibebaskan/tidak  dikenakan  tarif
penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan [ I dan 10
adalah 1 {satu) orang, golongan IV, V, V], VI, VIl dan X sebanyak 2 (dua)
DTANE.

Pagal 7

Tarf angkutan penyeberangan untuk barang dan hewan yang tidak
diangkut dengan mobil barang dengan berat dibawah 1 ton atau kurang
deri 1| M? ditentukan berdesarkan kesepakaten bersuma antara pengguna
jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (cperator).

Pagal 8

Taril penumpang kelas ekenomi, kendaraan dan barang untuk angkutan
penyeberangan yang beroperasi d wilayah Kabupaten Maluku Tenggh
sudah termasuk juran esuransi kerugian jasa raharja serta asuransi
lninnya yang dilaksanalian secara aukarela dan jasa kepelabuhanan yeng
berlaku. bagi setiap penumpang dan kendaraan yang masuk pelabuhan
pemberangkatan. ’

Pasal 9

Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah mengumumkan besaran
tarif kepada masyarakat selambat-lambatnya 30 {tga puluh) hari sebelum
‘tanif i diberlakukan,

Pasal 10

(1) Perusahaan angkutan penyeberangan dapat member]akukan harga
~Jual  tiket untuk anak-anak setinggi-tingginya 70% dar  tarf
pen umpang dewasa,

(2 Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penumpang
yang berusia 2 (dua) sampai dengan 12 {dua belas] tahun.

{3) Bayi dibawah 2 (dua) tahun tidak diwajibkan untuk dipungut jasa
angkut tetapi dapat membayar iuran wajib asuransi jasa raharja vang
dibayarkan oleh para penumpang yang menggunakan sarana angkutan

umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
1964 jo. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 o, Peraturan

MEmwuanganNumurB?}MPI{U]DI?[}UB 5

‘k



iy

Pasal 11

{1 Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupaty ini,

(2} Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
Angkutan Penyeberangan, maka akan dikenakan sanks! sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB 1l
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2013, tentang Penyesuaian dan Pepetapan Tanf Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi Kendaraan dan Barang yvang Beroperasi di
Wilayah Kabupaten Maluku Te:ngah dinyatakan hdak bﬂl-‘lakl.{ .

BaB IV
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 13
Peraturan Bupat! inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumiuman
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Teéngeh.

Ditetapkan di Maachi
pada tanggel F JESMESR. 2017

Diundangkan di Masohi
pada tanggal ;ﬂ DNESEMBER

Plt. SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH

A

DR, RAKIB SAHUBAWA, SPi, MS1

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 455
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FERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : TAIFUN 2017
TANGGAL : DESEMEER 2017
TENTAMOG : TARIF AMGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENOAH
! |
. TARY POKOK JABA : JASA TARIY
LINTABAR JARAK JEHIS. MUATAR {Rp) PELARUHAN @ ASURARSI (PEMEBULA TAN)
3 k | i B | - T 3
WAAI - KAILOLO | & Mle | PENUMPANG ?
Ekonomi :
Deowasa 700000 2.00'3-13'3'5! 5.000.00 1.4 Q00 00
- Anak-anak 5.000.00 000,00 5.000.00 11.000.00
HENDARAAN
Gobmgan 1 6.000.00 000, 00 o000 £.000.00
Gaolongan 1 11.000.00 £.000.00 5.700.00 23,000.00
Oohorgan 1T 22.000.00 600000 9.410.00 3700000
Golongsan TV Pentimaang 67.000.00 8.000.00 | 12. 87500 BQaD0.00
'_L‘r_i_:'.flmgq;l_r_? Bm;ar.g o 6700000 . 16,000 00! 12.8?5.0&__ _50.000.00
Golurlg'ﬁn V Peounpens 103 00000 SOO00.00 - 18820, T 142000.00
Goongan V Barang 103 OO O 2C. 000.00° 18.820.00 18200000
Gokngar V1 Penumpang 150.000.00 15,000 001 20.39500 18500000
Giclongan V1 Barang 156 00000 15.000.00 2039500 1B S 0O00.00
Gaoloran VI 330.000.00 5500000 20.395.00 405.000.00
Golongan W A480.000.00 OO OO - 0 20.395.00 570.,000.00
BARANG
Barang T/M3 800000 R.000.00




TARIF PORKOK.

JAGA JASA TARIF
o LINTASAN JARAR JENIE MUATAM (Rp) PELABUHAN ABURAN Sl (PEMBULATAN}
i a 2 - 3 ! 4 1 P
_.'_
I. | KAILOLO- 11 BEle PENUMP ANG:
UMEPUTITH Ekri Homai
-  Dewasa 12.000.00 LO0 5.00000 1900000
-~ Apnak-anak B.000.00 1. X O 5.00000 1400000
KENDARAAN '
‘Golongan 1 I0.000.00 2:000.00 5000 13.00000
Golongan 11 17.000.00 5.000.00 5.7 0000 2200000
Goongan 11 40000_G0 &. OO0 G.41000 600000
Golongan IV Penumpang 133.000.00 000,00 172875 00 15400 0.00
Golongan IV Barang 13300000 10.000.00 12.875.00 156 000,00
Golongan ¥V Pcnumpang 203.000.00 20.000.00 1882000 242.00000
Golmgan V Barang 20 1000 ; 20.000.00 18.820.00 242000.00
Golongan V1 Penumpang SO0 00000 L5000, O 2039500 33400000
Golongan V1 Barang 300.000.00 15000.00 20.39300 336.00000
Golongan Wl 570006000 55000.00 20.295.00 645.500.00
Giolongan VIl 712.000.00 | 70.000.00 2039500 | 80 2500.00
BARANG
Baring T/M3 2000, 00 4.00000
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TARIF

j, & LINTASAN JARAK JERIS BMUATAN PG[:FI‘..:;K PEL:E?E-L&H H.B:T;.Eﬁ;SI {P’EHTBAUT:TAH}
' 2 3 v s 3 7 s
II. | WAAI- UMEPUTIH | 17 Mile | PENUMPANG
Ekonnm
Drwaisa 18.000.00 260000 5.000.00 2500000
Anak -anak 1200000 1000, 00 5.000.00 1 B000.00
HENDARAAN |
Golongan 1 16.000.00 200000 G000 1800000
Golongan It 27.000.00 5000.00 570000 3500000
Golengan 11 69.000.00 6.000.00 9.410.00 85.000.00
Golongan IV Penumpang 185 00000 £.000.00 1287500 2 06 000.00
Golongan IV Barang, 185.000.00 10.000.00 12.875.00 208000.00
Golongan V Penumpang 110,000 00 20000.00 1882000 344 00000
Golongan v Barang 310.00000 20000.00 1882000 345900000
Colongan Ml Peoumpang | 45600000 15.000.00 2039500 491000.00
Golengan VI Barang 456.000.00 15.000.00 2038500 49100000
Golengan vl 893000.00 §5.000.00 2039500 $68000.00
Golongan VI 1.343.000.00 70.000.00 20.39500 | 143300000
BARANG
Barang T/M3 170430.00 17 00000




s LINTASAN ,r JARAHK JERIS MUATAN .PT%E;: Pﬂﬂ?ﬁan asmm EEHTB‘:‘;TT AN
i ] " 3 3 ] - 7 a
. | UMEPUTIH- I9 Mile PENUMPANG
NALAHIA Eknnomi i
Dewasma 20.000:00 000,00 2.000.40 2700000
. Anak-anak 'la.ﬂﬂﬂ.;ﬂﬂ 100060 S000.00 19000.00
KENDM

Colongan 1 _ l';.ﬂﬂﬂ.ﬂl:r 2000, 00 90,00 1900000
Golorigae: I 30.000.00 6.000.00 3.700.00 4 200000
Gobngan 1 76 000 00 6. 000, 00 941000 9200000
Colongan IV Penumpang 220000100 | ;mom 12.875.00 24700000
Golengan IV Barang 226.00000 10.000.00 1287 5.00 24900000
Golongan ¥V Penum pang. 346 00000 o0 .00 18.820.00 33500000
| Golongan V Barang 346.000.00 2000000 18.620.00 38500000
Gobngan V1 Pemumpang 510.000.00 1 5. 0000 20,395 .00 545500.00
{iolongan VI Barang 510000 40 L5000 00 20:395.00 54550000
Golongan VI 1059 (0 00 S5O0 20.295.00 1.135.00000
Golongan Vil 1.500.000 00 FROW 00 20.395.00 1590000 .00

BARAIIG o
Barang. T/M3 18000.00 18.000 .00

— e — —
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